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KATA SAMBUTAN 
 

 

Sebagai komitmen penguatan akuntabilitas kinerja, Pimpinan Direktorat SMA (Dit. SMA) 

beserta jajarannya terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, 

penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja dan tindak 

lanjutnya, yang dilakukan secara berkala melalui koordinasi rapat kerja.  

Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, Direktorat SMA telah memiliki dokumen 

perencanaan yang berorientasi hasil, dengan indikator kinerja berkriteria Specific, 

Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART), budaya kerja tepat waktu 

dalam menyusun laporan kinerja. 

Direktorat SMA selalu meningkatkan kompetensi kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja, agar pengelolaan akuntabilitas kinerja berkualitas dan pelaporannya 

memberikan informasi tentang kinerja. 

Buku ini menginformasikan tentang pembangunan penguatan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan Direktorat SMA Tahun 2020 yang merupakan salah satu komponen 

pengungkit dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Direktorat 

SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Demikian, semoga buku ini memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. 

 

Jakarta,  Juni 2020 

Direktur SMA, 

 

 

Purwadi Sutanto 

NIP 196104041985031003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG                   

Program Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung 

program kebijakan pemerintah Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat. Sasaran tersebut berkembang dengan lingkup birokrasi 

yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang 

memliki pelayanan publik yang berkualitas. 

 

Reformasi Birokrasi tersebut meliputi 8 area perubahan, yaitu: 

1. Manajemen perubahan  

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

4. Penataan Tatalaksana 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

6. Penguatan Akuntabilitas 

7. Penguatan Pengawasan 

8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 

 

Reformasi birokrasi berada pada tingkat kementerian, sehingga untuk percepatan 

capaian hasil pelaksanaannya maka perlu dibentuk miniatur-miniatur reformasi 

birokrasi pada satuan kerja di lingkungan kementerian dalam bentuk pembangunan 

zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi 

bersih dan melayani (WBBM). 
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Sebagai dukungan penuh atas program pemerintah dan Kemendikbud, maka 

Direktorat SMA berkomitmen untuk membangun ZI-WBK di lingkungan Direktorat 

SMA salah satunya melalui pelaksanaan 6 area perubahan sebagai pengungkit yaitu: 

1. Manajemen perubahan  

2. Penataan Tatalaksana 

3. Penataan Sistem Manajemen SDM 

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

5. Penguatan Pengawasan 

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 

 

Dalam buku penguatan akuntabilitas kinerja ini akan diinformasikan upaya Pimpinan 

Direktorat SMA beserta jajarannya selaku manajemen, melaksanakan penguatan 

akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat SMA, sebagai bahan informasi, 

monitoring, evaluasi dan penilaian faktor pengungkit penguatan akuntabiltas kinerja 

dalam pembangunan ZI-WBK. 

 

B. REFERENSI ATURAN 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 
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5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta 

perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan buku pengungkit penguatan akuntabilitas ini dimaksudkan untuk 

memenuhi kelengkapan dokumen lembar kerja evaluasi pembangunan ZI-WBK 

Direktorat SMA. Sedangkan tujuannya adalah: 

1. Memudahkan dalam menghimpun dokumen dan informasi pelaksanaan 

penguatan akuntabilitas di lingkungan Direktorat SMA. 

2. Memudahkan dalam pemberian informasi pelaksanaan penguatan akuntabilitas 

di lingkungan Direktorat SMA. 

3. Sebagai akuntabilitas pelaksanaan penguatan akuntabilitas di lingkungan 

Direktorat SMA. 

4. Sebagai bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penguatan akuntabilitas di 

lingkungan Direktorat SMA. 

5. Sebagai bahan referensi bagi unit kerja lain yang akan/ sedang membangun ZI-

WBK  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. AKUNTABILITAS KINERJA                  

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target 

yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

1. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan 

2. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. 

 

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan 

indikator-indikator: 

1. Keterlibatan Pimpinan 

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang 

termasuk didalamnya adalah dokumen perencanaan strategis unit kerja tersebut. 

Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan 

memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, 

strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan. Agar penjabaran dokumen 

perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan 

pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, 

sebagai berikut: 

a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan 

perencanaan; 

b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan 

penetapan kinerja; dan 

c. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala. 
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2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, 

pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program 

ini digunakan indikator di bawah ini: 

1) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan; 

2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; 

3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, 

Relevant and Time bound (SMART); 

4) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; 

5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; dan 

6) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja. 
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B. LEMBAR KERJA EVALUASI                   

Untuk menilai progres capaian penguatan akuntabilitas digunakan instrumen isian 

yang disebut dengan lembar kerja evaluasi (LKE) WBK dengan nilai maksimal 10 (LKE 

baru). 

 

Berdasarkan tabel nilai minimal komponen yang harus dicapai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Tabel Nilai Mimimal Per Pengungkit Untuk Evaluasi ZI-WBK Eksternal 

 

maka untuk penguatan akuntabilitas, nilai minimal pemenuhan kriteria pembangunan 

ZI-WBKnya harus mendapatkan nilai 6,0 (60% dari nilai 10), jika tidak maka tidak 

bisa diajukan untuk mendapatkan evaluasi MenPAN RB. 

 

Tampilan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian komponen pengungkit penguatan 

akuntabilitas  adalah sebagai berikut: 

 

NILAI MINIMAL 

UNTUK WBK

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8) 4,80

II. PENATAAN TATALAKSANA (7) 4,20

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10) 6,00

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 6,00

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 9,00

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 6,00

40,00

B. HASIL (40)

I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 18,50

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 13,50

2. 5,00

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20) 15,00

75,00

PENILAIAN

TOTAL PENGUNGKIT

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang 

TOTAL HASIL

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
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Tabel 2. Lembar Kerja Evaluasi ZI-WBK Penilaian Komponen Pengungkit Penguatan Akuntabilitas 

 

 

 

 

Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Keterangan

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

1

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat 

penyusunan Perencanaan?

A/B/C

a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan

    perencanaan;

b. Jika sebagian pimpinan  unit kerja terlibat dalam penyusunan

    perencanaan;

c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan

    perencanaan.

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat 

penyusunan Perjanjian Kinerja?

A/B/C

a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan

    perjanjian kinerja;

b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan

    perjanjian kinerja;

c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan 

    perjanjian kinerja.

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara 

berkala?

A/B/C/D

a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan

    pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan;

b. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan

    pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil

    pemantauan;

c. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan

    pencapaian kinerja;

d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam memantau 

pencapaian

    kinerja.

PENILAIAN

Keterlibatan pimpinan (5)
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Pilihan 

Jawaban
Jawaban Nilai  % Keterangan

2

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? Y/T ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap.

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil? Y/T ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil.

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? Y/T ya, jika unit kerja memiliki IKU.

d. Apakah indikator kinerja telah SMART?

A/B/C/D

a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; 

b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; 

c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART; 

d. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART.

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?
Y/T

Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi 

tentang kinerja?

A/B/C

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi

    tentang kinerja; 

b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi

    tentang kinerja; 

c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi

    tentang kinerja.

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja?
Y/T

ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang 

menangani akuntabilitas kinerja.

h Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh 

SDM yang kompeten?

A/B/C

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh 

seluruh

    SDM yang kompeten; 

b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh  

sebagian SDM yang kompeten; 

c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan 

oleh

    seluruh SDM yang kompeten.

PENILAIAN

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
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BAB III 

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT SMA 
 

 

A. KETERLIBATAN PIMPINAN                   

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang 

termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Direktorat SMA. 

Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan 

memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, 

strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan.  

 

Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik 

dibutuhkan keterlibatan Direktur SMA beserta jajarannya yang terkait selaku 

manajemen. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Direktur SMA adalah bahwa 

Direktur SMA selalu terlibat secara langsung pada saat: 

a. penyusunan perencanaan; 

b. penetapan kinerja; dan 

c. selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala. 

 

Berikut dokumentasi keterlibatan pimpinan: 

 

Dalam upaya peningkatan koordinasi dan sinergitas dilingkungan Direktorat 

Pembinaan SMA, dan dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan program, 

anggaran dan kegiatan maka dibuatlah kegiatan finalisasi program kerja. Dalam 

kegiatan ini seluruh pimpinan dilingkungan Direktorat SMA berkontribusi dan terlibat 

secara langsung dalam kegiatan tersebut. 
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Penyusunan Draf Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Judul kegiatan : Penyusunan Draft Renstra Dit. SMA 2020-2024 

Waktu pelaksanaan : 24 s.d 25 Februari 2019 

Tempat pelaksanaan  : Ambhara Hotel, Jakarta 

 

Kegiatan penyusunan draf renstra ini melibatkan seluruh pimpinan di lingkungan 

Direktorat SMA, keterlibatan pimpinan sangat penting dalam upaya mengawal 

kebijakan dan program prioritas yang akan dijalankan selama lima tahun yang akan 

datang. 

 

 

 

Gambar 1. Penyusunan Draft Renstra Dit SMA 2020-2024 
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Vicon Diskusi Terpumpun Penyusunan Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Judul kegiatan : Diskusi Terpumpun Penyusunan Draf Renstra  

 Direktorat SMA Tahun 2020 - 2024 

Waktu pelaksanaan : 28 Mei 2020 

Tempat pelaksanaan : WebEx Meeting 

 

Kegiatan diskusi terpumpun penyusunan renstra ini dilaksanakan dengan  

video conference, karena adanya pandemi covid19, hal ini dilakukan untuk 

menghindari terjadinya penyebaran wabah tersebut. 

 

 

 

Gambar 2. Vicon FGD Penyusunan Renstra Dit. SMA 2020-2024 
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Finalisasi Buku Program Kerja Direktorat SMA Tahun 2020 

 

Judul kegiatan : Finalisasi Buku Program Kerja Direktorat SMA 

Waktu pelaksanaan : 6 s.d 8 Februari 2020 

Tempat pelaksanaan : Avenzel Hotel & Convention, Bekasi 

 

Dalam penyusunan Buku Program Kerja Direktorat Sekolah Menengah Atas  

Tahun 2020 semua pimpinan terlibat dan berkontribusi secara maksimal,  

buku ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan dalam 

melaksanakan program-program prioritas Direktorat SMA, sekaligus menjadi salah 

satu bahan masukan bagi mitra kerja di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, 

sekolah, dan instansi lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan 

pendidikan SMA.   

 

 

 

Gambar 3. Finalisasi Buku Program Kerja Dit. SMA Tahun 2020 
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Finalisasi Perjanjian Kinerja 2020 

 

Judul kegiatan : Finalisasi Perjanjian Kerja Direktorat SMA 

Waktu pelaksanaan : 27 Mei 2020 

Tempat/tggl pelaksanaan : Melalui daring (video conference/webex) 

 

Perjanjian kinerja yang berisikan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi dibawahnya untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan 

Indikator Kinerja. 

 

Dasar hukumnya adalah Perpres No 29/2014 tentang SAKIP. PermenPAN RB No 

53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Permendikbud No 9/2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan 

Kemendikbud. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring (video conference) karena 

masih terjadinya pandemi covid 19. 

 

 

Gambar 4. Finalisasi Perjanjian Kinerja 2020 
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Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

Judul kegiatan : Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Januari 2020) 

Waktu pelaksanaan : 12 Februari 2020 

Tempat pelaksanaan : Gedung A, Kompleks Cipete Kemendikbud 

 

Kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaring data dan informasi tentang 

keterlaksanaan program SMA. Selain itu, melalui dokumen ini dapat teridentifikasi 

penyerapan anggaran. Serta kendala yang terjadi selama pengelolaan 

program/kegiatan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan dokumen 

Rencana Tindak (Action Plan) dengan realisasi yang ada. Melalui proses tersebut, 

dapat teridentifikasi keterlaksanaan setiap program. Kegiatan ini dihadiri oleh 

semua pimpinan di lingkungan Direktorat SMA.  

 

 

 

Gambar 5. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Januari 2020) 
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Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

Judul kegiatan  : Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Februari 2020) 

Waktu pelaksanaan  : 12 s.d. 14 Maret 2020 

Tempat pelaksanaan  : Avenzel Hotel & Convention Center, Bekasi 

 

Kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk menjaring data dan informasi tentang 

keterlaksanaan program SMA. Selain itu, melalui dokumen ini dapat teridentifikasi 

penyerapan anggaran. Serta kendala yang terjadi selama pengelolaan 

program/kegiatan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan dokumen 

rencana tindak (action plan) dengan realisasi yang ada. Melalui proses tersebut, 

dapat teridentifikasi keterlaksanaan setiap program. Kegiatan ini dihadiri oleh 

semua pimpinan di lingkungan Direktorat SMA.  

 

 

Gambar 6. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Februari 2020) 
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Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

Judul kegiatan : Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Maret 2020) 

Waktu pelaksanaan : 14 April 2020 

Tempat pelaksanaan : WebEx Meeting 

 

Kegiatan pemantauan pelaksanaan anggaran pada bulan ini dilakukan secara 

daring (online). Hal ini dilakukan karena masih terjadinya pandemi covid19. 

Seluruh pimpinan terlibat langsung dalam video conference ini, dan Direktur SMA 

memberikan pengarahan kepada seluruh koordinator dan sub kordinator di 

lingkungan Direktorat SMA. 

 

 

Gambar 7. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Maret 2020) 
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Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

Judul kegiatan : Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (April 2020) 

Waktu pelaksanaan : 19 Mei 2020 

Tempat pelaksanaan : WebEx Meeting 

 

Kegiatan pemantauan pelaksanaan anggaran pada bulan ini dilakukan secara 

daring (online). Hal ini dilakukan karena masih terjadinya pandemi covid19. 

Seluruh pimpinan terlibat langsung dalam video conference ini, dan Direktur SMA 

memberikan pengarahan kepada seluruh koordinator dan sub kordinator di 

lingkungan Direktorat SMA. 

 

Gambar 8. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan April 2020) 
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Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

Judul kegiatan : Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Mei 2020) 

Waktu pelaksanaan : 12 Juni 2020 

Tempat pelaksanaan : WebEx Meeting 

 

Kegiatan pemantauan pelaksanaan anggaran pada bulan ini dilakukan secara 

daring (online). Hal ini dilakukan karena masih terjadinya pandemi covid19. 

Seluruh pimpinan terlibat langsung dalam video conference ini, dan Direktur SMA 

memberikan pengarahan kepada seluruh koordinator dan sub kordinator di 

lingkungan Direktorat SMA. 

 

Gambar 9. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Bulan Mei 2020) 
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B. PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA                   

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran 

kinerja, dan pelaporan kinerja.  

 

Untuk mengukur pencapaian program tersebut, Direktorat SMA (Dit. SMA) 

menggunakan indikator sebagai berikut: 

a. Dit. SMA telah memiliki dokumen perencanaan sebagai berikut; 

Terdapat dokumen DIPA/RKA-KL, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -

2024, Program Kerja, Rencana Tindak/Action Plan, dan Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). 

 

Dokumen DIPA/RKA-KL 2020 

 

Gambar 10. Dokumen DIPA/RKA-KL 2020 
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Rencana Strategis (Renstra) Dit. SMA Tahun 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Rencana Strategis (Renstra) Dit. SMA Tahun 2020-2024 

 

Program Kerja 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Program Kerja 2020 

 

Pindai kode QR 

Rencana Strategis (Renstra) 

Dit. SMA Tahun 2020-2024 
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Rencana Tindak (Action Plan) 2020 

 

Gambar 13. Rencana Tindak (Action Plan) 2020 

 

 

 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. RKT Dit. SMA 2020 
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Kontrak Kinerja 2020 

 

Gambar 15. Kontrak Kinerja 2020 

b. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; 

Dokumen perencanaan yang disusun telah berorientasi pada hasil karena dalam 

penyusunan rencana kegiatan sudah jelas target output, sasaran pelaksanaan, 

manfaat pelaksanaan kegiatan dan indikator penilaian kinerja kegiatannya. 

 

Gambar 16. Kerangka Acuan Kerja 
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c. Dit. SMA memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mengacu pada 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Pauddasmen. IKK dan IKU Dit. SMA 

telah tercantum dalam Renstra dan LAKIP Dit. SMA 

Contoh: 

Salah satu IKP Ditjen Pauddasmen (Indikator Kinerja Utama) adalah Jumlah 

Provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi). 

IKP ini diturunkan ke IKK Dit. SMA yakni Persentase SMA yang memiliki nilai 

kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi). 

 

Tabel 3. Tabel IKP Ditjen Pauddasmen (Indikator Kinerja Utama) 2020 

 

 

Tabel 4. Tabel Sasaran Kegiatan (SK) dan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) 2020 
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d. Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, 

Relevant and Time bound (SMART). 

Seluruh Indikator kinerja kegiatan (IKK) Dit. SMA telah memenuhi konsep 

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound). 

Specific: indikator kinerja sudah specifik yaitu mengukur untuk output dari 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dit. SMA. Misalnya Persentase data pokok 

pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan. 

Measurable: target indikator sudah terukur. Misal target Persentase data pokok 

pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan adalah 95,1%. 

Achievable: target Indikator juga dapat dicapai. Terkait dengan pencapaian 

target persentase dapodik SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan Dit. 

SMA melakukan proses verifikasi dan validasi dapodik melibatkan peran dinas 

pendidikan Provinsi.  

Relevant: Target indikator relevan sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat 

kebijakan diperlukan data yang valid. Karena dengan adanya data yang valid, 

terbarukan dan berkelanjutan maka kebijakan program yang dibuat dapat 

dilaksanakan dengan tepat. 

Time bound: Indikator Kinerja yang ditentukan telah memiliki batas waktu yang 

jelas yaitu sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya. 

 

Tabel 5. Tabel Sasaran Kegiatan (SK) dan IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) 2020 
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e. Dit. SMA telah menyusun laporan kinerja tepat waktu; 

Penyusunan draf laporan kinerja dilakukan di akhir tahun dan finalisasi 

dilakukan di awal tahun. 

Dokumen laporan kinerja tahun 2019 sudah dibuat. Laporan kinerja tahun 2020 

belum dibuat karena program masih sedang dilaksanakan.  

 

Gambar 17. Laporan Penyusunan Draf LAKIP 2019 

 

 

Gambar 18. Laporan Finalisasi LAKIP 2019 

Pindai kode QR Laporan 

Penyusunan Draf LAKIP 2019 

Pindai kode QR Laporan 

Finalisasi LAKIP 2019 
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Gambar 19. LAKIP 2019 

f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; 

Pelaporan kinerja tahun 2020 yang tertuang di dalam Laporan Kinerja (LAKIP) 

belum dapat dibuat. Pelaporan kinerja tahun 2019 sudah dibuat dan tertuang di 

dalam LAKIP 2019. 

Seluruh kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LAKIP) telah memberikan 

informasi tentang kinerja, dimana capaian kinerja harus mengacu pada Sasaran 

Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).  

Ketercapaian kinerja dapat terlihat dari hubungan antara Program Kerja dengan 

LAKIP. 

Misalnya di Program Kerja 2019, IKK Unit Sekolah Baru yang Dibangun memiliki 

target 8 unit. Di LAKIP 2019, disebutkan realisasi Unit Sekolah Baru yang 

Dibangun sebesar 10 unit (125%). 

 

 

 

 

 

Pindai kode QR Capaian Kinerja Dit. 

PSMA 2015-2019 
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g. Dit. SMA sedang berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja. 

Upaya peningkatan kapasitas SDM di tahun 2020 dengan metode pelaksanaan 

bimtek-bimtek di lingkungan Dit. SMA, khususnya pemahaman tentang tata cara 

revisi anggaran 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran 2020 

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. 

Peserta Bimtek Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran 2020 juga mendapat 

sertifikat sebagai bukti bahwa Dit. SMA memiliki SDM yang berkompeten dalam 

pengelolaan revisi anggaran.  

 

Gambar 21. Sertifikat Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran 2020 
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C. PENILAIAN MANDIRI PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA                   

Berdasarkan hasil inventarisasi, pengolahan data dan informasi beserta analisisnya, tim kerja ZI-WBK Dit. SMA memberikan penilaian mandiri 

terhadap LKE penguatan akuntabilitas kinerja Dit. SMA sampai bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut: 

PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

PENGUATAN AKUNTABILITAS 
(10) 

10,
0 

    10,00 100,00%     

1 Keterlibatan pimpinan (5) 5,0     5,00 100,00%     

  a. Apakah pimpinan terlibat 

secara langsung pada saat 
penyusunan Perencanaan? 

  A/B/C A 1   a. Jika seluruh 

pimpinan unit kerja 
terlibat dalam 

penyusunan  
perencanaan; 

b. Jika sebagian 

pimpinan  unit 
kerja terlibat dalam 

penyusunan 
perencanaan. 

c. Jika tidak ada 

keterlibatan 
pimpinan dalam 

penyusunan 
perencanaan. 

Seluruh pimpinan Dit. 

SMA (Struktural dan 
Koordinator Bidang) 

selalu terlibat secara 
langsung pada saat 

penyusunan dokumen 

perencanaan seperti 
Renstra, Program Kerja, 

dan Action Plan. Hal ini 
dibuktikan dengan 

adanya arahan masukan 

selama kegiatan yang 
tercantum di dalam 

notula dan laporan 
kegiatan, serta 

dibuktikan kehadirannya 
melalui dokumentasi 

foto-foto kegiatan. 

Undangan, 

Laporan 

Kegiatan 

(notula), 

dokumentasi : 

1. Penyusunan 

Draft Renstra 

Dit. PSMA 

2020-2024 

2. Vicon FGD 

Penyusunan 

Renstra Dit. 

PSMA 2020-

2024 

3. Finalisasi 

Buku Program 

Kerja 

Direktorat SMA 

Tahun 2020 

4. Finalisasi 

Program Kerja 

Dit. PSMA 

Tahun 2019 
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

  b. Apakah pimpinan terlibat 

secara langsung pada saat 

penyusunan Perjanjian 
Kinerja? 

  A/B/C A 1   a. Jika seluruh 

pimpinan unit kerja 

terlibat dalam 
penyusunan  

perjanjian kinerja; 
b. Jika sebagian 

pimpinan unit kerja 

terlibat dalam 
penyusunan 

perjanjian kinerja;  
c. Jika tidak ada 

keterlibatan 
pimpinan dalam 

penyusunan 

perjanjian kinerja. 

Seluruh pimpinan Dit. 

SMA (Struktural dan 

Koordinator Bidang) 

terlibat dalam 

penyusunan perjanjian 

kinerja, karena pimpinan 

memahami dokumen 

tersebut menjadi 

kontrak kinerja menjadi 

alat pengukuran kinerja 

dan tanggung jawab 

yang harus diselesaikan 

oleh pimpinan di 

lingkungan Direktorat 

SMA. 

Undangan, 

Laporan 

Kegiatan 

(notula), 

dokumentasi 

Vicon Finalisasi 

Perjanjian 

Kinerja 

  c. Apakah pimpinan memantau 

pencapaian kinerja secara 
berkala? 

  A/B/C/D A 1   a. Jika seluruh 

pimpinan unit kerja 
terlibat dalam 

pemantauan  
pencapaian kinerja 

dan 

menindaklanjuti 
hasil pemantauan; 

b. Jika seluruh 
pimpinan unit kerja 

terlibat dalam 
pemantauan  

pencapaian kinerja 

tetapi tidak ada 
tindak lanjut hasil 

pemantauan; 

Seluruh pimpinan Dit. 

SMA (Struktural dan 

Koordinator Bidang) 

terlibat dalam 

pelaksanaan 

pemantauan pencapaian 

kinerja serta 

menindaklanjuti hasil 

pemantauan tersebut 

dalam bentuk refocusing 

anggaran dan 

penyesuaian action plan 

(Rencana Tindak) 

Undangan, 

Laporan 

Kegiatan 

(notula), 

dokumentasi 

Kegiatan 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Anggaran 
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

c. Jika sebagian 

pimpinan unit kerja 

terlibat dalam 
pemantauan 

pencapaian kinerja; 
d. Jika tidak ada 

keterlibatan 

pimpinan dalam 
memantau 

pencapaian kinerja. 

program dan kegiatan 

SMA. 

2 Pengelolaan Akuntabilitas 

Kinerja (5) 

5,0     5,00 100,00%      

  a. Apakah dokumen 
perencanaan sudah ada? 

  Y/T Ya 1   ya, jika unit kerja 
memiliki dokumen 

perencanaan lengkap. 

Dokumen Perencanaan 

sudah ada karena 

menjadi persyaratan 

wajib dalam proses 

penyusunan kegiatan 

dan anggaran serta 

dalam penilaian kinerja 

akuntabilitas Dit. SMA di 

akhir tahun anggaran 

1. DIPA/RKA-

KL 

2. Rencana 

Strategis 

Tahun 2020-

2024 

3. Rencana 

Strategis 

(Renstra) 

Tahun 2015-

2019, 

4. Rencana 

Kinerja 

Tahunan 2020 

5. Rencana 

Kinerja 

Tahunan 2019 

6. Perjanjian 

Kinerja 2020 

7. Kontrak 
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

Kinerja 2019 

8. TOR 

  b. Apakah dokumen 

perencanaan telah 
berorientasi hasil? 

  Y/T Ya 1   ya, jika perencanaan 

telah berorientasi 
hasil. 

Dokumen perencanaan 

yang disusun telah 

berorientasi pada hasil 

karena dalam 

penyusunan rencana 

kegiatan sudah jelas 

target output, sasaran 

pelaksanaan, manfaat 

pelaksanaan kegiatan 

dan indikator penilaian 

kinerja kegiatannya. 

Dengan telah ditetapkan 

Sasaran Kinerja 

(Tersedianya layanan 

pendidikan SMA yang 

merata dan berkualitas) 

dan 8 Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK), serta 12 

output/kegiatan. 

Contoh: 

Salah satu IKK Dit. SMA 

adalah persentase data 

pokok pendidikan SMA 

yang akurat, terbarukan 

dan berkelanjutan 

dengan target di tahun 

2020 yakni 95,10%. 

Untuk mencapai IKK 

1. DIPA/RKA-

KL 

2. Rencana 

Strategis 

Tahun 2020-

2024 

3. Rencana 

Strategis 

(Renstra) 

Tahun 2015-

2019, 

4. Rencana 

Kinerja 

Tahunan 2020 

5. Rencana 

Kinerja 

Tahunan 2019 

6. Perjanjian 

Kinerja 2020 

7. Kontrak 

Kinerja 2019 

8. TOR 
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

tersebut, Dit. SMA 

melakukan intervensi 

melalui output/kegiatan 

Layanan Dukungan 

Manajemen Satker 

dengan melakukan 

proses verifikasi dan 

validasi Dapodik 

melibatkan peran Dinas 

Pendidikan Provinsi. 

Manfaat pelaksanaannya 

adalah meningkatkan 

persentase data pokok 

pendidikan SMA yang 

akurat, terbarukan dan 

berkelanjutan. 

Sasaran pelaksanaannya 

adalah SMA dengan 

persentase Dapodik di 

bawah 95,10%. 

Indikator penilaian 

kinerja yang ditentukan 

telah memiliki batas 

waktu yang jelas yaitu 

sampai dengan 31 

Desember setiap 

tahunnya. 

  c. Apakah terdapat Indikator 

Kinerja Utama (IKU)? 

  Y/T Ya 1   ya, jika unit kerja 

memiliki IKU. 
Dit. SMA memiliki 

Indikator Kinerja 

Kegiatan yang menacu 

Sasaran 

Kegiatan (SK) 

dan IKK 
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

pada Indikator Kinerja 

Utama (IKU) Program 

Pauddasmen. IKK dan 

IKU Dit. SMA telah 

tercantum dalam 

Renstra dan LAKIP Dit. 

SMA 

Contoh: 

Salah satu IKP Ditjen 

Pauddasmen adalah 

Jumlah Provinsi dengan 

nilai kinerja sekolah 

(scorecard) minimum 75 

(kategori tinggi). 

IKP ini diturunkan ke 

IKK Dit. SMA yakni 

Persentase SMA yang 

memiliki nilai kinerja 

sekolah (scorecard) 

minimal 75 (kategori 

Sangat Tinggi). 

(Indikator 

Kinerja 

Kegiatan) 

LAKIP 2019 

Renstra Dit. 

PSMA 2015-

2019 

Buku Capaian 

Kinerja 2015-

2019 

  d. Apakah indikator kinerja telah 

SMART? 

  A/B/C/D A 1   a. Jika seluruh 

indikator kinerja 
unit kerja telah 

SMART; 
b. Jika sebagian besar 

indikator kinerja 

unit kerja telah 
SMART; 

c. Jika sebagian kecil 
indikator kinerja 

Seluruh Indikator kinerja 

kegiatan (IKK) Dit. SMA 

telah memenuhi konsep 

SMART (Specific, 

Measurable, Achievable, 

Relevant dan Time 

Bound. 

Specific: indikator 

kinerja sudah specifik 

Sasaran 

Kegiatan (SK) 

dan IKK 

(Indikator 

Kinerja 

Kegiatan) 

LAKIP 2019 

Renstra Dit. 

PSMA 2015-
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

unit kerja telah 

SMART; 

d. Jika belum ada 
indikator kinerja 

unit kerja yang 
SMART. 

yaitu mengukur untuk 

output dari kegiatan 

yang dilaksanakan oleh 

Dit. SMA. misalnya 

Jumlah unit SMA baru 

yang dibangun 

Measurable: target 

indikator sudah terukur. 

misal target 

membangun USB SMA 

adalah 8 Unit. 

Achievable: target 

Indikator juga dapat 

dicapai, dengan 

melaksanakan 

penyaluran bantuan 8 

USB dan memastikan 

pembangunannya 

selesai tepat waktu tidak 

melewati batas tahun 

anggaran. 

Relevant: Target 

indikator yang diberikan 

juga telah relevan 

(sesuai) dengan 

anggaran yang 

disediakan, misal untuk 

membangun1 USB 

dibutuhkan 2 M maka 

untuk membangun 

target 8 USB dialokasi 

2019 

Buku Capaian 

Kinerja 2015-

2019 
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

anggaran sebesar 16 M 

Time bound: Indikator 

Kinerja telah memiliki 

batas waktu yang jelas 

yaitu sampai dengan 31 

Desember setiap 

tahunnya. 

  e. Apakah laporan kinerja telah 
disusun tepat waktu? 

  Y/T Ya 1   Ya, jika unit kerja 
telah menyusun 

laporan kinerja tepat 
waktu. 

Penyusunan draf 

laporan kinerja 

dilakukan di akhir tahun 

bulan Desember 2019 

dan Finalisasi dilakukan 

di awal tahun berikutnya 

bulan Januari 2020. 

- Laporan 

kegiatan 

penyusunan 

LAKIP 

- LAKIP 

  f. Apakah pelaporan kinerja 
telah memberikan informasi 

tentang kinerja? 

  A/B/C A 1   a. Jika seluruh 
pelaporan kinerja 

telah memberikan 

informasi tentang 
kinerja; 

b. Jika sebagian 
pelaporan kinerja 

belum memberikan 

informasi tentang 
kinerja; 

c. Jika seluruh 
pelaporan kinerja 

belum memberikan 
informasi tentang 

kinerja. 

Seluruh kinerja yang 

tertuang dalam Laporan 

Kinerja (LAKIP) telah 

memberikan informasi 

tentang kinerja, dimana 

capaian kinerja harus 

mengacu pada Sasaran 

Kegiatan (SK) dan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK).  

Ketercapaian kinerja 

dapat terlihat dari 

hubungan antara 

Program Kerja dengan 

LAKIP. 

- LAKIP 

- Buku Capaian 

Kinerja Tahun 

2015-2019 
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

Misalnya di Program 

Kerja 2019, IKK Unit 

Sekolah Baru yang 

Dibangun memiliki 

target 8 unit. Di LAKIP 

2019, disebutkan 

realisasi Unit Sekolah 

Baru yang Dibangun 

sebesar 10 unit (125%). 

  g. Apakah terdapat upaya 

peningkatan kapasitas SDM 
yang menangani akuntabilitas 

kinerja? 

  Y/T Ya 1   ya, jika terdapat 

upaya peningkatan 
kapasitas SDM yang 

menangani 
akuntabilitas kinerja. 

Terdapat upaya 

peningkatan kapasitas 

SDM bidang 

akuntabilitas kinerja di 

lingkungan Dit.SMA. 

Upaya ini dilaksanakan 

melalui 

penyelenggaraan 

bimtek-bimtek di 

lingkungan Dit. SMA. Hal 

ini dibuktikan dengan 

adanya laporan dan 

dokumentasi 

pelaksanaan Bimtek 

akuntabilitas Dit. PSMA. 

Kegiatan Bimtek 

dilaksanakan setiap 

tahun sebagai upaya 

untuk melakukan update 

informasi kebijakan di 

- Bimtek 

Anggaran dan 

Akuntabilitas 

(2019),  

- Bimtek Tata 

Cara Revisi 

Anggaran 

Tahun 2020 

(2019) 

- Bimtek 

Sosialisasi 

Revisi 

Anggaran 

2020 
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PENILAIAN   PILIHAN 

JAWABAN 

JAWABAN NILAI  % KETERANGAN Catatan/Penjelasan/

Argumen/Cerita 

Evidence/Bu

kti Dukung 

bidang akuntabilitas 

kinerja. 

  h Apakah pengelolaan 

akuntabilitas kinerja 
dilaksanakan oleh SDM yang 

kompeten? 

  A/B/C A 1   a. Jika pengelolaan 

akuntabilitas 
kinerja 

dilaksanakan oleh 

seluruh SDM yang 
kompeten; 

b. Jika pengelolaan 
akuntabilitas 

kinerja 

dilaksanakan oleh  
sebagian SDM 

yang kompeten; 
c. Jika pengelolaan 

akuntabilitas 
kinerja belum 

dilaksanakan oleh 

seluruh SDM yang 
kompeten. 

Iya, pengelolaan 

akuntabuilitas kinerja di 

lingkungan Dit. SMA 

telah dilaksanakan oleh 

seluruh SDM yang 

kompeten. Kompetensi 

SDM di bdiang 

akuntgabilitas kinerja 

dibuktikan dengan 

adanya sertifikat SDM di 

bidang akuntabilitas 

kinerja yang diperoleh 

melalui 

penyelenggaraan Bimtek 

akuntabilitas di 

lingkungan Dit. SMA. 

Sertifikat 

Bimtek 

Anggaran dan 

Akuntabilitas 

(2019) 

Sertifikat 

Bimtek 

Sosialisasi 

Revisi 

Anggaran 

2020 

 

Tabel 6. Lembar Kerja Evaluasi ZI-WBK Penilaian Komponen Pengungkit Penguatan Akuntabilitas Direktorat SMA 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. SIMPULAN                   

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi pada Bab III, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Capaian progres nilai LKE mandiri penguatan akuntabilitas Direktorat SMA adalah 

10 (100%); 

2. Dengan nilai tersebut, maka persyaratan minimal nilai 6 telah dilalui; 

3. Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ZI-WBK di 

lingkungan Direktorat SMA. 

 

B. SARAN                   

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang perlu dilakukan oleh tim pengungkit 

Akuntabilitas Kinerja dan manajemen Direktorat SMA antara lain: 

1. Menjaga konsistensi capaian seluruh indikator kinerja Direktorat SMA mencapai 

SMART; 

2. Mengembangkan inovasi dalam pengembangan teknologi penentuan indikator 

kinerja yang terukur dan dapat dicapai. 
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BAB V 

PENUTUP  
 

Buku Penguatan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bagian dari Buku Pengungkit 

Pembangunan ZI-WBK di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Atas, sengaja disusun 

sebagai bentuk komitmen Dit. SMA membangun Zona Integritas WBK, juga sebagai 

pertanggungjawaban kegiatan dan sebagai bahan refensi pengambilan 

kebijakan/keputusan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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A. UNDANGAN 

Penyusunan Draft Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Gambar 22. Undangan Penyusunan Draft Renstra Dit. SMA 2020-2024 

Vicon FGD Penyusunan Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Gambar 23. Undangan Vicon FGD Penyusunan Renstra Dit. SMA 2020-2024 
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Finalisasi Buku Program Kerja Dit. SMA Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Undangan Finalisasi Program Kerja Th 2020 

 

Finalisasi Perjanjian Kinerja 2020 

 

Gambar 25. Undangan Finalisasi Perjanjian Kinerja 2020 
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Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Undangan Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 2020 

 

B. NOTULA 

Penyusunan Draft Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Gambar 27. Notula Penyusunan Draft Renstra Dit. SMA 2020-2024 
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Vicon FGD Penyusunan Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Gambar 28. Notula Vicon FGD Penyusunan Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Finalisasi Buku Program Kerja Dit. SMA Tahun 2020 

 

Gambar 29. Notula Finalisasi Program Kerja Dit. SMA Tahun 2020 
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Finalisasi Perjanjian Kinerja 2020 

 

Gambar 30. Notula Finalisasi Perjanjian Kinerja 2020 

Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

Gambar 31. Notula Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 
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C. DAFTAR HADIR 

Penyusunan Draft Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Gambar 32. Absensi Penyusunan Draft Renstra Dit. SMA 2020-2024 

Vicon FGD Penyusunan Renstra Dit. SMA 2020-2024 

 

Gambar 33. Absensi Vicon FGD Penyusunan Renstra Dit. SMA 2020-2024 
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Finalisasi Buku Program Kerja Dit. SMA Tahun 2020 

 

Gambar 34. Daftar Hadir Finalisasi Program Kerja Dit. SMA Tahun 2020 

 

Finalisasi Perjanjian Kinerja 2020 

 

Gambar 35. Daftar Hadir Finalisasi Perjanjian Kinerja 2020 
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Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

Gambar 36. Daftar Hadir Pemantauan Pelaksanaan Anggaran 

 

D. KONSEP/ NASKAH MATERI RAPAT  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Konsep / Naskah Materi Rapat 
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E. LAPORAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA BULANAN 

 

Gambar 38. Capaian Kinerja Bulanan 

F. APLIKASI TERKAIT PERENCANAAN 

1. Aplikasi Krisna RKAKL dan DAK FISIK (Bappenas) 
https://kemendikbud.kl.krisna.systems/renjakl/2020/home 

Krisna RKAKL Adalah: Aplikasi yang digunakan untuk membuat usulan 

rancangan program, kegiatan dan anggaran sebelum ditetapkan menjadi pagu 

indikatif, dalam aplikasi krisna ini juga ditetapkan untuk target-target output 

yang menjadi prioritas Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan. 

Krisna DAK Fisik: Aplikasi yang digunakan untuk membuat usulan rencana kerja 

(URK) DAK Fisik sebelum sebelum ditetapkan menjadi rencana kerja (RK) yang 

dituangkan dalam Keputusan Mendikbud. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gambar 39. Aplikasi Krisna 

 

 

https://kemendikbud.kl.krisna.systems/renjakl/2020/home
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2. Aplikasi E-Planning Biro PKLN 
http://eplanning.kemdikbud.go.id 

Adalah: Aplikasi dalam proses perencanaan di internal Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, aplikasi ini dikelola oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar 

Negeri, berfungsi untuk memantau efisiensi dan efektivitas penyusunan 

anggaran, sehingga anggaran biaya manajeman program dan biaya perjadin 

tidak melebihi batasan yang ditentukan, dimana perjadin tidak boleh lebih dari 

5% pagu anggaran dan manajeman tidak boleh lebih dari 10% pagu anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 40. Aplikasi e planning Kemendikbud 

 

3. Aplikasi RKAKL-DIPA 2020 

Adalah: Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan program dan anggaran, 
berisikan detail informasi judul kegiatan dan alokasi anggaran per mata 
anggaran (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan 
sosial). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 41. Aplikasi RKAKL DIPA 

 

http://eplanning.kemdikbud.go.id/
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4. Aplikasi SATUDJA RKAKL-DIPA 2020 
https://satudja.kemenkeu.go.id 

Adalah: Web dan aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk 

menyampaikan semua informasi terkait keuangan negara dan juga digunakan 

satker dalam proses penelaahan online dan mengunduh DIPA Satker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 42. Aplikasi SATUDJA 

 

5. SIMDAK Dikdasmen Kemendikbud 

https://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ 

Adalah: Aplikasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dana alokasi khusus bidang pendidikan.  

 
Gambar 43. Aplikasi SIMDAK Dikdasmen 

 
 
  

https://satudja.kemenkeu.go.id/
https://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id/
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G. APLIKASI TERKAIT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

1. Aplikasi Aplikasi MoLK Kemendikbud (Monitoring Laporan Keuangan) 
http://molk.kemdikbud.go.id 

Adalah: Aplikasi yang dibangun dalam rangka mempermudah dalam 

pemantauan perkembangan pelaksanaan program anggaran dan kegiatan 

Satker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44. Aplikasi MOLK 

 
2. Aplikasi SIMPROKA – Sistem Informasi Monitoring Program, 

Kegiatan, dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

https://simproka.kemdikbud.go.id/ 

Adalah: Aplikasi yang dibangun dalam rangka mempermudah penyampaian 

capaian fisik perkembangan pelaksanaan program anggaran dan kegiatan 

Satker. 

 
Gambar 45. Aplikasi SIMPROKA 

 

 
  

http://molk.kemdikbud.go.id/
https://simproka.kemdikbud.go.id/
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3. Aplikasi E-Monev PP 39 Bappenas 

https://e-monev.bappenas.go.id/fe/ 

Adalah: Aplikasi dari Bappenas yang dimanfaatkan untuk mengetahui capaian 

target rencana strategis dari masing-masing Kementerian dan Lembaga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 46. e Monev PP 39 Bappenas 

4. Aplikasi SMART  

 (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan)   

http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/ 

Adalah: Aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang 

berfungsi untuk mengetahui realisasi anggaran berdasarkan SP2D. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 47. Aplikasi SMART 

 

 

 

 

 

https://e-monev.bappenas.go.id/fe/
http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/
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5. Aplikasi E-PERFORMANCE SAKIP (Biro Keuangan) 

http://eperformance.kemdikbud.go.id/ 

Adalah: aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan 

untuk memudahkan proses pemantaun dan pengendalian kinerja dalam rangka 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan 

proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub 

kegiatan dalam mencapai target kinerja, dan monitoring evaluasi pencapaian 

kinerja dan keuangan. 
 
 

6. Aplikasi E-MONEV Direktorat SMA 

http://emonev.psma.kemdikbud.go.id:8032/sekolah/#/login 

Adalah: Aplikasi yang digunakan untuk memantau pelaksanaan bantuan 

pemerintah pada sekolah. 

 
 
 

 

 

 

Gambar 48. E Monev Dit SMA 

 

 

http://eperformance.kemdikbud.go.id/
http://emonev.psma.kemdikbud.go.id:8032/sekolah/#/login

